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Mengurai Eksistensi Pulau-Pulau Kecil
di Wilayah Perbatasan Negara

Oleh:
Muhamad Karim® dan Daud Yusuf?

Abstrak

Pulau-pulau kecil Perbatasan (PPKB) merupakan aset bangsa yang mengandung nilai
geopolitik dan geostrategis bagi kedaulatan bangsa atas sumberdaya kelautan dan pulau
kecil di wilayah itu. Hingga kini perhatian serius terhadap pulau-pulau kecil masih relatif
kurang. Apapun alasannya, PPKB dan seluruh komponen ekosistem di darat maupun
perairannya merupakan sumberdaya agraria bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu
melakukan suatu mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil sebagaimana
merujuk pada ketentuan UUD 1945 kita dan peraturan perundangan turunannya yang
juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sayangnya dalam perspektif agraria
PPKB masih relatif kurang dalam hal kajian dan riset mengingat PPKB baru dalam satu
dasawarsa terakhir mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun
daerah. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan salah
satu wujud perhatian itu yan sebelumnya telah justifikasi oleh UU No 43 Tahun 2008.
Inilah pentingnya mengapa PPKB perlu dikelola secara serius karena berkaitan dengan
eksistensi dan kedaulatan nasional di wilayah perbatasan.

Kata kunci: Geopolitik, Geostrategis, Pulau Kecil Perbatasan, Badan Nasional Pengelola
Perbatasan.

3 Pendahuluan

Pulau-Pulau Kecil Perbatasan (PPKB) yang berada di kawasan perbatasan Negara
jumlahnya mencapai 92 buah pulau. Menurut pasal 8 UU No. 43 Tahun 2008 tentang
Negara Wilayah yakni secara yurisdiksi berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia,
Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Pulau-
pulau tersebut memiliki nilai strategis secara geo-politik, geo-ekonomi, geografi maupun
geo-kultural.

Pertama, geo-ekonomi. Secara geo-ekonomi, PPKB memiliki potensi sumberdaya
ekonomi yang meliputi (i) sumberdaya kelautan berupa perikanan tangkap (ikan,
teripang, kepiting, dan moluska), budidaya laut, terumbu karang, dan lamun, serta (ii)
sumberdaya non-kelautan berupa hutan mangrove, tanaman perkebunan (kelapa),
cengkeh, dan pala maupun tanaman pangan. Sumberdaya ekonomi tersebut menjadi
sumber mata pencaharian masyarakat yang menghuninya.

! Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
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